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Abstract

The provision of medical information (informed consent) is a mandatory duty of physicians that
is frequently misdelegated to nurses or midwives, thereby increasing the risk of medical errors
and malpractice. Objective: This study aims to analyze the legal framework governing medical
explanations and identify the forms of legal liability arising from errors in this process under
Indonesian regulations. Method: This study employs a normative legal research method with a
Statute approach and a conceptual approach. Results: The findings indicate that based on
Article 293 of Law No. 17 of 2023 concerning Health juncto Minister of Health Regulation No.
290/2008, medical explanations must be delivered directly by the attending physician.
Delegation to other healthcare professionals is only legally valid if it adheres to Standard
Operating Procedures (SOPs) and remains under the physician's supervision. Errors or defects
in fulfilling informed consent due to negligent information transfer can trigger three cumulative
clusters of legal liability: administrative sanctions, civil liability based on breach of contract or
torts, and criminal liability under Article 440 of the Health Law if negligence results in severe
injury or death.
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I. PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, negara menjamin hak setiap warga negara untuk hidup
sejahtera, bertempat tinggal, menikmati lingkungan yang sehat, serta mendapatkan layanan kesehatan
melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Dalam pelaksanaannya, pelayanan ini didukung oleh
tenaga kesehatan yang, menurut Pasal 1 angka 7 UU Kesehatan, merupakan lulusan pendidikan tinggi
yang profesional, berkeahlian, dan memiliki otoritas legal tertentu untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam hubungan pelayanan kesehatan0, setiap pasien memiliki hak konstitusional untuk
menerima transparansi informasi mengenai prosedur medis yang akan mereka jalani, termasuk potensi
risiko yang mungkin timbul serta pilihan metode pengobatan alternatif lainnya. Mekanisme ini
dikenal sebagai informed consent, yaitu sebuah bentuk persetujuan yang dinyatakan oleh pasien
setelah dirinya menerima penjelasan secara komprehensif (Busro, 2018).

Persetujuan atas tindakan medis (informed consent) tersebut disampaikan oleh dokter kepada
pasien, baik secara lisan maupun dalam bentuk dokumen tertulis (Rizka et al., 2023). Pemberian
edukasi dan penjelasan mengenai prosedur medis ini sepenuhnya merupakan kewajiban dokter.
Meskipun dalam situasi atau kondisi khusus dokter dapat melimpahkan wewenang pemberian
informasi tersebut kepada tenaga kesehatan lainnya, tanggung jawab hukum atas tindakan tersebut
tetap berada sepenuhnya di tangan dokter yang bersangkutan.

Selama ini dokter yang melakukan tindakan menyerahkan semua pemberian informasi tindakan
kedokteran kepada bidan atau perawat, padahal yang paham akan risiko tindakan yang akan dilakukan
oleh dokter adalah dokter yang melakukan tindakan tersebut (Gustina et al., 2022). Hal ini memberi
peluang besar timbulnya kesalahan dalam pemberian penjelasan tindakan kedokteran pada pasien.

Dalam menjalankan praktiknya, perawat secara mandiri hanya memiliki kompetensi untuk
memberikan asuhan keperawatan dan tidak berwenang melakukan tindakan medis. Kendati demikian,
intervensi medis dapat dilakukan oleh perawat melalui pelimpahan wewenang dari dokter, baik secara
lisan maupun tertulis. Selain itu, otoritas pengobatan ini juga dapat beralih kepada perawat dalam
kondisi darurat tertentu, seperti keterbatasan jumlah tenaga dokter di suatu tempat (Amir & Purnama,
2021).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama kurun waktu 2023-2025,
tercatat sebanyak 51 aduan terkait dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan di berbagai fasilitas
pelayanan medis. Insiden yang dilaporkan mencakup sengketa informasi medis, infeksi
pascatindakan, komplikasi, luka berat, hingga kekeliruan dalam prosedur medis maupun administrasi.
Dari total aduan tersebut, terdapat 24 kasus yang mengakibatkan fatalitas (kematian pasien), di mana
13 di antaranya terjadi sepanjang tahun (Yulianto et al., 2025).

Kompleksitas persoalan ini berakar pada ketimpangan pemahaman antara kedua belah pihak.
Pasien sering kali menjadi pihak yang lemah karena tidak menguasai informasi medis yang memadai,
sebaliknya tenaga medis memiliki kendali atas keahlian profesional dan otoritas ilmiah. Akibatnya,
tenaga medis kerap terjebak dalam dilema: harus memenuhi aspek legalitas hukum terkait persetujuan
pasien, atau mendahulukan tindakan medis darurat demi keselamatan jiwa yang tidak bisa ditunda
(Suparman et al., 2025).

Hubungan tradisional antara tenaga medis dan pasien pada mulanya bercorak vertikal
paternalistik dengan doktrin father knows best (Waluyo, 2023). Model ini menciptakan hierarki di
mana posisi dokter lebih tinggi daripada pasien. Superioritas dokter didasarkan pada anggapan bahwa
merekalah yang paling menguasai pengetahuan tentang penyakit, sedangkan pasien yang dianggap
tidak memahami kondisi medisnya akan memberikan kepercayaan penuh tanpa syarat atas tindakan
dokter.

Namun pola hubungan saat ini mengalami perubahan yang semula berpola vertikal
paternalistik menjadi horizontal kontraktual (Zamroni, 2024). Hubungan horizontal kontraktual
merupakan hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien yang didasarkan pada kesetaraan
kedudukan para pihak serta adanya kesepakatan dalam kontrak terapeutik, sehingga dokter
berkewajiban memberikan informasi yang memadai mengenai tindakan medis, sedangkan pasien
berhak menentukan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan tersebut berdasarkan informasi
yang diterimanya.

Astuti Tanggung Jawab Hukum, 132-139 133




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk konsekuensi yuridis akibat kesalahan dalam
pemberian penjelasan tindakan kedokteran oleh tenaga kesehatan. Yang mana penelitian ini
menganalisis tanggung jawab hukum administrasi, tanggung jawab atas dasar wanprestasi serta
tanggung jawab pidana akibat kesalahan dalam pemberian penjelasan tindakan kedokteran oleh tenaga
kesehatan pada pasien.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan beberapa kajian terdahulu. Pertama, studi
terdahulu mengenai pertanggungjawaban perawat di rumah sakit hanya membatasi bahasannya pada
ranah tanggung gugat perdata dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kedua, kajian literatur tentang
cacat informed consent dalam praktik kedokteran cenderung berfokus pada implikasi
pertanggungjawaban pidana seorang dokter. Berbeda dengan kedua orientasi tersebut, penelitian ini
menitikberatkan fokusnya pada kesalahan proses pemberian penjelasan tindakan kedokteran, di mana
informasi yang seharusnya disampaikan oleh dokter justru didelegasikan dan disampaikan oleh tenaga
kesehatan lain.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan kajian mengenai pelanggaran standar kompetensi
profesi yang jamak meneliti dampak negatif terhadap kualitas pelayanan, penelitian ini secara spesifik
menguji pendelegasian pemberian penjelasan tindakan tersebut beserta akibat hukumnya. Letak
kebaruan (novelty) penelitian ini berada pada analisis komparatif dan komprehensif mengenai
tanggung jawab administratif, wanprestasi (perdata), serta pidana, yang menyasar tidak hanya tenaga
medis dan tenaga kesehatan, melainkan juga fasilitas pelayanan kesehatan akibat kekeliruan dalam
penyampaian informasi informed consent.

Berdasarkan orisinalitas tersebut, penulis merumuskan dua pokok permasalahan sebagai
berikut: Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian penjelasan tindakan kedokteran dalam
informed consent oleh tenaga kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum akibat kesalahan pemberian penjelasan tindakan
kedokteran oleh tenaga kesehatan?

II. METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan
doktrinal. Fokus utama telaah data bersumber pada bahan hukum primer, yang mencakup regulasi
perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang baru. Guna memperkuat analisis, penelitian ini melibatkan bahan hukum sekunder yang
bersumber dari literatur hukum, termasuk buku teks serta artikel jurnal ilmiah yang mengulas teori
dan konsep tanggung jawab hukum terkait pemberian informasi tindakan medis oleh tenaga
kesehatan.

Kajian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Seluruh materi hukum yang telah
dihimpun selanjutnya dibedah secara kualitatif memanfaatkan interpretasi logis terhadap aturan yang
berlaku, kemudian disusun secara sistematis demi menjawab pokok permasalahan secara akurat.
Proses analisis ini juga didukung oleh doktrin serta pemikiran para ahli hukum terkemuka sebagai
fondasi teoretisnya. Melalui implementasi metode tersebut, studi ini diharapkan dapat memaparkan
secara menyeluruh wujud pertanggungjawaban hukum yang timbul ketika tenaga kesehatan lalai
dalam menyampaikan penjelasan mengenai tindakan kedokteran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konstruksi Tanggung Gugat Dokter Terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan di bawah
pengawasannya.

Hubungan hukum antara Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan tenaga kesehatan
lain yang terlibat dalam perawatan pasien bersandar pada asas otoritas dan supervisi. DPJP memiliki
kewajiban melekat untuk memantau setiap tindakan medis yang didelegasikan kepada tenaga
kesehatan yang membantu pelayanan pasien di bawah tanggung jawabnya. Selaras dengan Pasal 290
UU Kesehatan, pendelegasian tindakan kedokteran spesifik wajib berjalan di bawah pengawasan
DPJP. Kendati demikian, merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdata (BW), dokter tetap memegang
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tanggung gugat yuridis apabila intervensi medis tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien.
Tanggung gugat ini baru dapat dikecualikan jika dokter mampu membuktikan secara hukum bahwa
dirinya telah melakukan pengawasan secara cermat dan maksimal, namun kerugian tersebut tetap
tidak dapat dihindarkan (Zamroni, 2024).

Tanggung jawab hukum perawat berkelindan erat dengan tugas yang diembannya. Jika terjadi
kekeliruan oleh perawat saat menyampaikan eksplanasi persetujuan tindakan medis, maka perawat
tersebut wajib ikut memikul tanggung jawab, meskipun beban tanggung jawab utama tetap berada
pada pemberi instruksi atau atasannya. Pola ini mengacu pada doktrin tanggung jawab atasan terhadap
kesalahan bawahan akibat ketidaktepatan dalam pendelegasian (vicarious liability).Sehingga, proses
delegasi wajib menimbang aspek edukasi, keterampilan, loyalitas, pengalaman, serta kompetensi
klinis perawat guna mengeliminasi risiko kelalaian dalam pelaksanaan tugas (Saputra, 2025).

Tanggung gugat yang lahir akibat minimnya pengawasan ini dikategorikan sebagai pelanggaran
norma ganda. Karakteristik pelanggaran ini mensyaratkan terpenuhinya dua unsur perbuatan melawan
hukum, yakni adanya tindakan melanggar hukum oleh subordinat yang diawasi, sekaligus adanya
kelalaian dari pihak supervisor dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Saputra, 2025). Si
pengawas dalam hal ini adalah dokter. Dan kondisi tersebut memenuhi ketentuan pasal 290 UU
Kesehatan serta Pasal 1367 BW.

B. Tanggung gugat Rumah Sakit akibat kelalaian SDM Kesehatan Rumah Sakit (Vicarious
Liabiliy)

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 UU Kesehatan, dinyatakan secara eksplisit bahwa, "Rumah
Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian
yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit." Norma ini menegaskan adanya
kewajiban tanggung gugat korporasi (rumah sakit) terhadap seluruh dampak kerugian yang dipicu
oleh kealpaan tenaga kesehatannya. Dasar pembenar dari pembebanan tanggung jawab ini adalah
adanya fungsi kontrol dan pengaruh kedinasan yang masif dari pihak rumah sakit terhadap para
dokter, perawat, maupun tenaga penunjang medis lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi
konsekuensi logis mutlak bagi rumah sakit untuk memikul tanggung gugat atas kegagalan atau
malpraktik pelayanan medis yang dilakukan oleh jajaran SDM kesehatannya (Saputra, 2025).

Dalam ranah hukum perdata, Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata (BW) yang mengatur hubungan
hukum antara majikan dan karyawan mengadopsi doktrin respondeat superior. Doktrin ini bertumpu
pada relasi subordinasi antara atasan dan bawahan yang kemudian melahirkan asas tanggung gugat
perwakilan (vicarious liability). Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban korporasi yang
menyandarkan diri pada doktrin vicarious liability tidak hanya menempatkan personel korporasi
sebagai subjek hukum semata, melainkan juga menyentuh kualifikasi delik lain seperti non-feasance,
yaitu kegagalan atau kelalaian korporasi dalam mengimplementasikan kewajiban hukum yang telah
digariskan oleh peraturan perundang-undangan (Perdana, 2026).

C. Penjelasan Tindakan Kedokteran pada Kontrak Terapeutik antara dokter dan pasien.

Esensi dari informed consent sejatinya terletak pada proses komunikasi dua arah yang
komprehensif antara dokter dengan pasien maupun pihak keluarganya. Dialog prosedural ini wajib
diinisiasi oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dengan memaparkan seluruh aspek informasi
medis agar pasien dapat menyatakan kehendak bebasnya dalam mengambil keputusan klinis.
Manifestasi persetujuan ataupun penolakan yang diberikan oleh pasien tersebut bertindak sebagai
dasar yuridis sekaligus alat bukti bagi tenaga medis dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan,
yang selanjutnya wajib didokumentasikan di dalam rekam medis pasien (Fitira & Subekti, 2025).

Mengenai ruang lingkup penjelasan tindakan kedokteran, Pasal 7 ayat (3) PMK No. 290/2008
menggariskan bahwa materi informasi sekurang-kurangnya meliputi diagnosis, tujuan intervensi,
alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang potensial terjadi, prognosis, hingga estimasi biaya.
Parameter penjelasan ini selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 293 Ayat (3) UU
Kesehatan, namun terdapat perluasan substansi pada huruf b dengan diakomodasinya unsur indikasi
medis.

Terkait teknis penyampaiannya, Pasal 10 PMK No. 290/2008 membuka ruang pendelegasian
pemberian penjelasan kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi setara. Selain itu,
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tenaga kesehatan tertentu juga dapat dilibatkan untuk membantu proses edukasi ini, dengan prioritas
utama tetap berada pada sejawat dokter/dokter gigi yang kompeten. Informasi tersebut dapat pula
disampaikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki otoritas linier dan terlibat langsung dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dengan bersandar pada Standar Prosedur
Operasional mengenai Tindakan Kedokteran (Nugroho & Hernoko, 2022). Pada akhirnya, kepatuhan
terhadap standar operasional inilah yang menjadi barometer yuridis untuk menilai tingkat ketaatan
ataupun unsur kelalaian (faulf) tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan di kemudian hari, apabila
muncul tuntutan kerugian akibat kegagalan tindakan kedokteran terhadap pasien.

D. Pertanggungjawaban hukum tenaga medis di fasiltas pelayanan kesehatan.
1. Legalitas dan Pertanggungjawaban Administratif Tenaga Medis serta Tenaga KesehatanTanggung
jawab hukum administrasi tenaga kesehatan

Merujuk pada ketentuan Pasal 260 UU Kesehatan, kepemilikan Surat Tanda Registrasi
(STR) merupakan kewajiban mutlak bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan sebelum
menyelenggarakan pelayanan praktik. Untuk memperoleh STR ini, seseorang harus memenuhi
syarat legalitas berupa ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi, yang
ditunjang dengan sertifikat kompetensi. Dokumen STR ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 264
ayat (1) UU Kesehatan, menjadi prasyarat mendasar bagi penerbitan Surat Izin Praktik (SIP).
Kewajiban kepemilikan SIP dalam menjalankan aktivitas keprofesian bagi tenaga medis dan
tenaga kesehatan tertentu ini ditegaskan kembali melalui Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) UU
Kesehatan. Selain itu, demi menjaga transparansi kepada masyarakat, Pasal 283 ayat (2) UU
Kesehatan mewajibkan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk
memublikasikan informasi mengenai nama, nomor STR, nomor SIP, beserta jadwal praktik dari
semua tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas tersebut.

Dalam dimensi operasional, para tenaga medis dan tenaga kesehatan diharuskan
menyelaraskan wewenang klinis mereka dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Sesuai amanat
Pasal 274 UU Kesehatan, dalam menjalankan tugas praktiknya, para praktisi kesehatan ini wajib
memberikan pelayanan yang patuh pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar
prosedur operasional, etika profesi, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan medis pasien.

Terkait aspek pertanggungjawaban hukum administrasi, regulasinya tertuang dalam Pasal
312 huruf ¢ UU Kesehatan. Pasal tersebut secara eksplisit melarang aktivitas praktik pelayanan
kesehatan tanpa kepemilikan STR dan/atau SIP yang valid. Pelanggaran terhadap kewajiban
dokumen ini membawa konsekuensi hukum, di mana Pasal 313 ayat (1) UU Kesehatan
mengonfirmasi bahwa bentuk pertanggungjawaban administratif akibat ketiadaan STR dan SIP
adalah pengenaan sanksi berupa denda administratif. Kelalaian ini tidak sekadar merusak
pemenuhan standar legalitas formal di fasyankes, melainkan juga melahirkan tanggung jawab
hukum administrasi yang melekat secara personal pada individu tenaga medis atau tenaga
kesehatan yang bersangkutan.

2. Tanggung Gugat tenaga medis atas dasar wanprestasi
a. Akibat hukum Tenaga Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan wanprestasi

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah wanprestasi adalah
prestasi yang buruk akibat adanya kelalaian. Dalam ranah doktrin, M. Yahya Harahap
memaknai wanprestasi sebagai pemenuhan kewajiban yang tidak tepat waktu atau
pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Melengkapi pandangan tersebut, J.
Satrio memasukkan unsur kesalahan (fault) sebagai elemen integral dalam mengonstruksikan
definisi wanprestasi (Zamroni, 2024).

Tindakan wanprestasi secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, antara
lain: sama sekali tidak memenuhi prestasi, terlambat dalam merealisasikan prestasi, atau
memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan [2]. Lebih lanjut,
karakteristik unsur kesalahan dalam wanprestasi mencakup dua parameter utama, yakni
kegagalan dalam memenuhi klausul perjanjian serta tidak adanya faktor keadaan memaksa
(force majeure) yang menghalangi pemenuhan prestasi tersebut (Zamroni, 2024).

Dalam konteks transaksi terapeutik, eksistensi informed consent bertindak sebagai
instrumen perjanjian hukum. Wanprestasi dalam pemenuhan informed consent memicu hak
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bagi para pihak untuk menuntut realisasi prestasi yang telah disepakati bersama. Apabila
dokter atau tenaga medis gagal mengimplementasikan kewajiban yang telah diperjanjikan,
maka tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai ingkar janji (wanprestasi). Atas dasar
kegagalan fungsional ini, pasien selaku subjek hukum memiliki legitimasi untuk menuntut
pemenuhan prestasi yang menjadi kewajiban melekat dari tenaga medis tersebut (Farisa &
Budhiawan, 2025).

Secara yuridis, Pasal 1238 KUHPerdata bertindak sebagai fondasi normatif untuk
mengukur kapan seorang tenaga medis dapat dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi.
Ketentuan ini sekaligus membuka ruang bagi pasien untuk mengajukan gugatan ganti rugi
apabila kerugian yang dialami secara nyata bersumber dari kelalaian medis. Ketika dokter
atau tenaga medis terbukti mengabaikan kewajibannya seperti tidak menyelenggarakan
tindakan medis yang selaras dengan standar profesi atau alpa dalam memberikan informasi
medis yang komprehensif maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, pernyataan wanprestasi
tersebut dapat diawali melalui pelayangan somasi oleh pasien maupun keluarganya yang
dirugikan. Kendati demikian, dalam situasi kedaruratan tertentu, keterlambatan tenaga medis
dalam mengeksekusi kewajibannya secara otomatis dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian
tanpa memerlukan mekanisme somasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan karakteristik
mendasar dari perjanjian terapeutik senantiasa menuntut adanya tindakan klinis yang cepat,
tepat, dan akurat (Adriki, 2022).

Hubungan kontraktual antara Tenaga Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam
pelaksanaan kontrak pelayanan medis

Hubungan hukum antara pasien dan dokter atau rumah sakit merupakan hubungan
kontraktual timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang
maupun kesepakatan. Menurut Pasal 274 UU Kesehatan, kewajiban legal dokter meliputi:
memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, kode
etik, dan kebutuhan klinis pasien; memperoleh persetujuan sebelum tindakan; menjaga
kerahasiaan medis; mencatat serta menyimpan rekam medis; serta melakukan rujukan kepada
tenaga kesehatan yang kompeten.

Selain itu, Pasal 275 UU Kesehatan membebankan kewajiban mutlak kepada tenaga
medis dan tenaga kesehatan untuk mendahulukan tindakan pertolongan pertama bagi pasien di
Unit Gawat Darurat ataupun dalam kondisi kedaruratan bencana. Di sisi lain, ketentuan
mengenai tanggung jawab institusional yang melekat pada pihak fasyankes dalam
penyelenggaraan pelayanan medis diatur secara khusus melalui Pasal 189 UU Kesehatan.

Ikatan kontraktual antara dokter dan pasien merupakan perikatan ikhtiar
(inspanningsverbintenis), bukan jaminan hasil (resultaatverbintenis). Akibatnya, ada tidaknya
kesalahan (fault) dokter diukur dari kualitas upaya klinis yang dilakukan, yaitu apakah
tindakan medis tersebut telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
yang berlaku (Nugroho & Hernoko, 2022).

Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 293 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, yang
mewajibkan setiap tindakan medis didahului oleh informed consent setelah pasien menerima
penjelasan medis yang memadai. Secara yuridis, hal ini mewujudkan prinsip otonomi—pilar
utama etika kedokteran modern—yang diadopsi oleh Pasal 188 ayat (1) UU Kesehatan.
Regulasi ini menjamin hak pasien untuk mendapat informasi utuh mengenai diagnosis,
prosedur, tujuan, alternatif, risiko, dan komplikasi sebelum memberi persetujuan. Parameter
ini dipertegas dalam PMK No. 290/2008 sebagai bentuk penghormatan atas hak absolut
pasien untuk menentukan nasibnya sendiri secara sadar tanpa paksaan.

Walhasil, prinsip otonomi ini bertindak sebagai norma etik mutlak yang mengikat
seluruh tenaga medis. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) memegang peranan
krusial dalam memperkuat dimensi etik dari informed consent, dengan menekankan
kewajiban dokter untuk senantiasa menghormati martabat pasien melalui penerapan prinsip
kejujuran, keterbukaan, serta komunikasi yang efektif dalam relasi klinis. Implementasinya
mengisyaratkan bahwa dokter tidak sekadar mentransfer informasi medis, melainkan memikul
tanggung jawab moral untuk memastikan pasien memahami substansi informasi tersebut dan
terlibat aktif dalam pengambilan keputusan medis (Arthanti, 2025).
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3. Pertanggungjawaban hukum pidana tenaga medis atau tenaga kesehatan

Sanksi pidana akibat kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang merugikan pasien
diatur dalam Pasal 440 UU Kesehatan. Berdasarkan pasal ini, kealpaan yang mengakibatkan
pasien mengalami luka berat diancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak
Rp250 juta. Sementara itu, jika kealpaan tersebut menyebabkan kematian pasien, ancaman
pidananya diperberat menjadi penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pada prinsipnya, pertanggungjawaban pidana dalam ranah medis baru dapat dibebankan
kepada instrumen subjek hukum apabila seluruh elemen delik terpenuhi secara akumulatif.
Karakteristik pemenuhannya mensyaratkan adanya unsur kesalahan yaitu dalam kesengajaan
(dolus) maupun kealpaan/kelalaian (culpa), serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan
kedokteran atau asuhan keperawatan yang dilakukan dengan dampak kerugian atau fatalitas yang
diderita oleh pasien (Sumardiyanto, 2026).

Sehingga pertanggungjawaban hukum pidana bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan
bertindak ultimum remedium yang bersifat imperatif untuk menegakkan keadilan dan melindungi
hak atas keselamatan pasien. Penegakan hukum pidana medis ini tidak sekadar berfokus pada
pemberian sanksi berupa perampasan kemerdekaan fisik maupun denda finansial, melainkan
menjadi batasan yuridis yang tegas agar setiap profesi kesechatan senantiasa mengedepankan asas
kehati-hatian, pemenuhan standar kompetensi, dan kepatuhan terhadap standar prosedur
operasional guna mengeliminasi risiko terjadinya malpraktik pidana.

IV. KESIMPULAN

Landasan hukum mengenai pemberian penjelasan tindakan kedokteran secara normatif
berjangkar pada Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto PMK No. 290/2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, kewajiban untuk
menyampaikan eksplanasi medis melekat secara langsung pada profesi dokter. Pendelegasian otoritas
pemberian penjelasan ini hanya dilegitimasi secara hukum jika dialihkan kepada sejawat dokter lain
yang memiliki kualifikasi kompetensi setara. Sementara itu, tenaga kesehatan pendukung (seperti
perawat atau bidan) hanya diberikan ruang untuk membantu jalannya pemberian penjelasan sepanjang
substansi informasi yang disampaikan linier dengan batas kewenangan klinis profesinya, serta wajib
bertumpu pada Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelimpahan Wewenang yang valid di lingkungan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

Adanya cacat formil maupun materiil pada informed consent yang dipicu oleh kesalahan atau
kelalaian dalam mentransfer informasi medis akan berimplikasi pada lahirnya tiga kluster
pertanggungjawaban hukum secara akumulatif. Pertama, pertanggungjawaban administratif atas
pelanggaran regulasi fasyankes. Kedua, tanggung gugat perdata yang dapat digugat atas dasar ingkar
janji atau wanprestasi (merujuk pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata) ataupun atas dasar
Perbuatan Melawan Hukum/PMH (berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata/BW). Ketiga,
pertanggungjawaban hukum pidana apabila kealpaan tersebut memenuhi unsur delik yang
menimbulkan kerugian fisik atau fatalitas pada pasien.

Oleh karena itu, formulasi dan aktualisasi SPO Pelimpahan Wewenang Penjelasan Tindakan
Kedokteran oleh jajaran manajemen fasyankes merupakan pengejawantahan dari prinsip kehati-hatian
dalam tata kelola klinis. Penyampaian informasi medis secara mandiri oleh dokter sejatinya bertindak
sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak otonomi pasien. Dalam memitigasi situasi
klinis yang melibatkan bantuan penjelasan dari tenaga kesehatan lain, legalitas formal tindakan
tersebut sepenuhnya bergantung pada pengawasan langsung oleh dokter, sedangkan tenaga kesehatan
yang didelegasikan wajib bertindak dalam batas kompetensi keprofesiannya demi mengeliminasi
timbulnya unsur kelalaian hukum (negligence) di masa mendatang.
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